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TENTANG

OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGAM BUKAN PAJAK (PNBP)

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan pajak (pNBp) da1
Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dan Pelaksanaan pasal 6 dan 7
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan pajak serta
memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 2005 tentang Pemeriksaan penerimaan Negara
Bukan Pajak

z' Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah,
Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2012 tentang Tarif Atas Jenis penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

4. Peraturan Menteri_Perdagangan Nomor 29lM-DagtPEN5t2o12 tanggal 7 Mei 2012
tentang Ketentuan Ekspor produk pertambangan

Dengan ini kami sampaikan kepada para pemegang lzin Usaha pertambangan untuk
melaksanakan tata cara penyetoran, penentuan narga jual dan pelaporan penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Tata cara penyetoran, penenluan harga jual dan pengenaan sanksi sebagaimana
tercantum dalam lampiran Edaran Direktur Jerderal ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juli 2013

UR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

RIN SIHITE

Tembusan:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Gubernur, BupatiAlValikota terkait

! Deputi Bidang Pencegahan KPK up. Direktur Penelitian dan pengembangan
5. sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan sumber Daya Mlnerll
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan sumber DayL Mineral7. Direktur Jenderal Perbendaharaan
8. Direktur Jenderal Anggaran
L Direktur Jenderal Bea dan Cukai

10. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
11. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri



LAMPIRAN
EDARAN DIREKTUR JENDERAL MINEML DAN BATUBARA
NOMOR 04 E/84/DJB/2I13
TENTANG OPTTMALISASI PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK

TATA CARA PENYETOMN, PENENTUAN HARGA JUAL DAN PENGENAAN SANKSI
A. Tata Cara Penyetoran

1' wajib segera menYetorkan pembayaran luran Tetap ke Kas Negara paling lambat 1(satu) bulan 
. 
setelah Keputusan luP ditandatangani oleh Menteri/Gubernur/Bupatirualikota untuk kewajiban tahun F"rt"*". Kewajiban pembayaran luranTetap tahun-tahun selanjuinya dibayarkan 

-oimuta 
oisesualrian dengan masaberlaku rUp dengan masa litun-tempo p"ro"y"ran 1 (satu) buran.

Besarnya ruran Tetap rup dihitung : Luas wirayah x Tarif.
2' Pem.egang- luP operasi Produksi wajib segera menyetorkan pembayaran luranProduksi (Royalti) ke Kas Negara Oi muka] sebelum fomoOlti,tambang tersebutdikapalkan atau diangkut sesuai moda.pengangkutan dengan citamg1 penghitungan

9".n data Pin{yfung. Anablfg p"td"v"-r"n"royatti oeisirat'f,roporsionat, makakekurangan/kelebihan royalti 
'dilunaii 

sebelum p"ng"i"tan/pengangkutan
berikutnya

lesgmya luran Produksi dihitung : Bahan Galian yang dijual (berat) x Tarif x HargaJual

3' Penyetoran PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Umum berupa luran Tetapdan Royalti diatur sebagai berikut : "
a' PNBP dalam Talg uang Rg.niah untuk pembayaran luran Tetap, Royalti danPenjualan .ry:il- Tambang disetor .menggunakan Surat Setoran Bukan pajak

(SSBP) melalui BanUPos persepsi dengalrikode Akun r"O"g"i oerikut '-.

1) Pendapatan luran Tetap : 421311
2) Pendapatan Royalti :421312
3) Pendapatan penjualan Hasir rambang :4231rg (pxpze)

b' PNBP dalam mata uang o-oll3r Amerika. (US$) untuk pembayaran luran Tetap,Royalti dan Penjualan Hasil Tambang oisetor.ke Bank Umum dengan perintah
transfer/p5rmindahbukuan ke Rekening Kas umum rv"gd iRKUN) 6ahm t;i;;US$ No. Rekening 600.502411980 pa-cla Bank Indoneslia Jaiarta.

4' Salinan SSBP/bukti setor (bukti transfer, bukti pemindahbukuan) berikut datapendukungnya disampaikan kepada Direktur perirolnaan Frgr"r Mineral danBatubara dengan terhbusan kepada;

a' Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara/Direktur pembinaan pengusahaan
Mineral

b. Kepala Biro Keuangan KESDM
c- Kepala Dinas pertambangan dan Energi provinsiterkait
d. Kepala Dinas pertambangdn dan Enerli Kab/Kota terkait
e. Kepala Dinas pendapatan Daerah proiinsiterkait
f . Kepala Dinas pendapatan Daerah Kab/Kota terkait.

5' Data pendukung 
Yang disampaikan Direktur Pembinaan program Mineral danBatubara ke terdiri dari Invoice, berupa kontrak penjualan, invoice penjualan,rekenins Koran, Biil of Lading (BL), bertificate 

"?-i;;il;i,'tconl dan pEB
(Pemberitahuan Ekspor Barang)



B. Harga Jual

1' Harga Jual harus sesuai harga pasar Internasional yang berlaku dan atauberpedoman pada harga patokariyaig Jit"t"pkan pemerintah
2' Titik jual sebagai dasar perhitungan iuran produksi harus dilakukan di atas kapalpengangkuVFree On Board (FOBI

G. Sanksi

1. Para pemegang lup Operasi
Menteri/G u bernu r/BupatiMal i kota
piutang luran Tetap dan Royalti
setelah Surat Edaran iniditerbit

2' Apabila dalam jangka waktu 1(satu) bulan tersebut piutang kepacta Negara tidakdiindahkan, maka. pemegang lup operasi Froduksi' tiJ;k ;i;"rkenankan untukmelakukan penjualanlpengapltan komoditi Mineral dan Batubara.
3. Pemegang lUp yang karena kealpaannya :

a' tidak menyampaikan laporan pembayaran luran Tetap dan luran produksi
(Royalti) yang Terutang; atau

b. menyampaikan laporan pembaya
yang Terutang tetapi isinya tidak
keterangan yang tidak benar, ata
sehingga menimbulkan kerugian
pidana kurungan paling lama 1 (s
2 (dua) kali jumlah penerimaan
Pasal 20 UU No.20 tahun 1997;

4. Pemegang lUp yang terbukti dengan sengaja :

a' tidak membayar, tidak menyetor dan atau tidak melaporkan jumlah luran Tetapdan|uranProduksi(Roya|ti)yangTerutang;----r-.
tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen
.lainnya pada waktu _pemeriksaan, qtau memperlihatkan buku, catatan ataudokumen lain yang parsu atau diparsukan seorah-orah b"n"r;
tidak menyampaikan laporan luran Tetap dan luran produksi (royalti); atau

d' menyampaikan laporan luran Tetap dan luran Produksi (royalti) yang Terutangyang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan k"i.r#g"n yang tidakbenar, atau tidak melampirkan teterangan yang benar, seninlja menimbulkankerugian pada pendapatan 
.Negqra, dipio"nr- dengan pioariJ penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan denda plling banyak a (em[at) i"liiurr"n penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Terutang slsuaiayat (t1 easat ,i-uu No. 20 Tahun
1997.

5' Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada angka (4) dilipatkan 2 (dua) kaliapabila pemegang IUP melakukan lagi tindak pidana di biiang iNBi sebelum lewat1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalankan sebagian atau seluruh pidanapenjara yang dijatuhkan sesuai ayatei pasal 21 uu No. 2O-Tanun iggz.
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